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8 Kebijakan Terbaru BKN Pro-Karier ASN
Dukung Asta Cita Presiden dan Visi-Misi Kepala Daerah

Sebagai instansi pembina manajemen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Indonesia, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan arah pengelolaan ASN
ke dalam paradigma yang tidak hanya fokus pada sistem rekrutmen, pengawasan dan
penegakan disiplin, tetapi juga pada pengembangan, perlindungan, dan optimalisasi
karier ASN. Sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan menjalankan kunci
pemerintahan yang efektif, ASN perlu merasa tenang dalam bekerja karena
terlindungi secara sistem, dan dapat mengembangkan kariernya sesuai dengan

keahliannya.

“Peran besar BKN adalah melindungi hak dan kepentingan ASN agar sistem
kariernya terjaga, sekaligus memastikan kinerja para ASN berkontribusi mendukung
target capaian Asta Cita Presiden dan visi-misi Kepala Daerah melalui seluruh lini
institusi pemerintah, mulai dari Menteri/Kepala Lembaga; Gubernur; Walikota; dan
Bupati. Untuk mendukung peran besar ini, BKN mentransformasi paradigma
pengelolaan ASN menjadi suatu upaya untuk mendayagunakan, membangun,

mengembangkan, dan melindungi ASN,” jelas Kepala BKN, Prof. Zudan.

Target ini kemudian direalisasikan menjadi sejumlah program kerja BKN yang
berorientasi pada spirit pro-ASN terhadap perlindungan dan pengembangan karier
ASN, diantaranya:

1. Penambahan periode usul kenaikan pangkat PNS yang sebelumnya hanya

tersedia 6 kali diubah menjadi 12 kali dalam setahun atau tersedia setiap bulan
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sepanjang tahun mulai 01 Oktober 2025 yang telah ditetapkan melalui
Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025;

2. Kemudahan pencantuman gelar akademik dan profesi bagi ASN yang telah
memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik atau pendidikan vokasi,
yang ditandai terbitnya Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025;

3. Pemberlakuan uji kompetensi jabatan fungsional bidang Kepegawaian dari
sebelumnya 4 kali menjadi 12 kali dalam setahun yang ditetapkan melalui Surat
Kepala BKN Nomor 2786/B-BJ.01.01/SD/K/2025;

4. Fokus pengawasan sistem merit dengan tidak lagi mengikutsertakan pejabat di
lingkungan BKN sebagai panitia seleksi dalam proses seleksi terbuka
pengisian JPT di instansi pemerintah pusat maupun daerah sehingga dapat
mencegah terjadinya potensi konflik kepentingan melalui Surat Kepala BKN
Nomor 7902/B-AK.03/SD/K/2025;

5. Penerapan SLA Maksimal 5 hari kerja untuk meningkatkan efisiensi layanan
kepada instansi pemerintah dan para ASN di seluruh Indonesia;

6. Akselerasi manajemen talenta melalui teken komitmen penerapan dan
pembentukan profil kompetensi ASN lewat ekspose instansi pemerintah ke
BKN, sekaligus menyusun pemetaan potensi dan kompetensi yang lebih
komprehensif melalui pendekatan Talent DNA;

7. Kenaikan Pangkat Reguler dapat melampaui pangkat atasannya melalui
Peraturan BKN 2/2025 yang memperbolehkan PNS mencapai pangkat tertinggi
sesuai kualifikasi pendidikan yang dimiliki;

8. Untuk pertama kali BKN “jemput bola” dengan memilih langsung kandidat
KPLB yang berdedikasi luar biasa dalam melakukan pekerjaannya;

9. Satu platform layanan berbagi pakai dengan seluruh instansi melalui ASN
Digital sehingga proses usulan dan penetapan urusan kepegawaian lebih

mudah dan cepat.

Selain mendorong kemudahan layanan dari aspek BKN, Prof. Zudan juga
meminta para pengelola kepegawaian instansi agar tidak menghambat hak-hak
pegawai dalam berbagai kepengurusan kariernya. Sebaliknya, para pengelola
kepegawaian instansi diminta proaktif untuk memberikan pelayanan sesuai hak
pegawai. “Saya meminta para pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah

untuk tidak menghambat urusan proses kepegawaian para ASN agar hak-hak
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pegawai dapat diterima secara tepat sehingga kariernya dapat terjaga, dan kinerjanya
dapat mendukung capaian Asta Cita Presiden dan visi-misi Kepala Daerah melalui
instansinya,” tegasnya.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik,

Badan Kepegawaian Negara

. Ditandatangani secara elektronik
@ Wisudo Putro Nugroho, S.H., M.Kn.
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